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I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi 
telah melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat 
memelihara hubungan yang serasi, baik antara pusat dan daerah 
maupun antardaerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan 
daerah dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Namun, dalam pelak-
sanaannya, otonomi daerah justru menimbulkan berbagai konflik 
antardaerah otonom kabupaten/kota dan konflik internal daerah oto-
nom.

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah otonom 
kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pelaksanaannya me-
nimbulkan konflik kepentingan yang sangat kompleks, baik 
konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal tercermin 
dalam konflik eksternal antardaerah otonom, sedangkan konflik 
horizontal tercermin dalam internal daerah otonom (legislatif 
dengan kepala daerah; kepala daerah dengan wakilnya). Kondisi 
ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PPSK-
UGM bahwa Jawa Timur memiliki indeks eskalasi konflik 
kategori tinggi dibandingkan provinsi lainnya dengan angka 
0,5358, sedangkan Kalimantan Selatan 0,5316, Bali 0,5203, 
Papua 0,5203, dan Sumatra Utara 0,37221. 

Konflik eksternal antardaerah otonom di Jawa Timur, misal
nya, terjadi antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, 
Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Kota Sura-
baya dan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupa-
ten Lumajang, sedangkan konflik internal terjadi di Kabupaten 
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Banyuwangi, Kota Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten 
Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jember.

Konflik yang tajam dalam pelaksanaan otonomi daerah di 
Jawa Timur telah mengorbankan kepentingan publik, merusak 
fasilitas publik, menurunkan entitas masyarakat, dan menye-
babkan terjadinya disharmonisasi hubungan kelembagaan 
antarpemerintah daerah. Dalam sejarah konflik, tidak ada satu 
pun konflik yang menguntungkan. Konflik justru akan meru-
gikan atau memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap 
organisasi dan manusia. 

Jika berlarutlarut dalam penanganannya, berbagai konflik 
tersebut dapat berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pe-
merintahan, seperti instabilitas politik di daerah, terhambatnya 
pembangunan daerah, menurunnya kinerja dan akuntabilitas pe-
merintahan, serta menurunnya kepercayaan (trust) masyarakat. 
Dalam kondisi seperti itu diperlukan kesadaran dari pihak yang 
berkonflik untuk mencari penyelesaian dan pengendaliannya 
serta intervensi (intervention) dari pihak lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut, orasi ilmiah ini berupaya 
untuk menjelaskan faktor penyebab konflik antardaerah otonom 
dan internal otonom, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan. Selanjutnya, penulis berupaya merekonstruksi 
konflik di Jawa Timur untuk dijadikan model alternatif solusi 
yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan sehingga diharapkan 
dapat meminimalisasi konflik, baik antardaerah otonom maupun 
internal daerah otonom. 

Naskah orasi ilmiah ini terdiri atas lima bagian. Pertama, 
pendahuluan, yang menguraikan arti konflik otonomi daerah. 
Kedua, narasi teori konflik, desentralisasi, dan otonomi daerah. 
Ketiga, uraian konflik otonomi daerah, yaitu konflik eksternal 
antardaerah otonom; konflik internal daerah otonom; dan Bu
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3

dampak yang ditimbulkannya. Keempat, membangun alternatif 
solusi konflik dengan menawarkan model kerja sama antar-
daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya lintas batas; 
menawarkan kerangka pola komunikasi politik yang seimbang 
dan berkeadilan; dan membangun hubungan kemitraan kepala 
daerah dengan wakil kepala daerah. Kelima, kesimpulan, 
mendeskripsikan kontribusi penelitian penulis terhadap studi 
konflik politik dan otonomi daerah. Keenam, penutup, mengu-
raikan implikasi praktis atas dasar temuan penelitian.
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II. KONFLIK POLITIK, DESENTRALISASI,  
DAN OTONOMI DAERAH 

Konflik Otonomi Daerah adalah keseluruhan konflik yang terja-
di dalam otonomi daerah meliputi konflik antardaerah otonom 
dan internal daerah otonom. Jika tidak ada solusinya, konflik 
dalam otonomi daerah akan berdampak negatif terhadap penye-
lenggaraan pemerintahan, yaitu memicu rusaknya hubungan 
antarpemerintah daerah, menghambat koneksitas pembangun-
an, menyebabkan disharmonisasi kelembagaan, mengganggu 
pembangunan daerah dan pelayanan publik, ketidakpercayaan 
(distrust) publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan 
dapat pula berdampak pada disintergrasi bangsa. 

Konflik yang terjadi antardaerah otonom dan internal daerah 
otonom dianalisis dengan teori tipologi dari Arthur Maas, yaitu 
pembagian kekuasaan pemerintahan (areal division of power). 
Pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan dapat dibagi 
menjadi dua cara, yaitu (1) horizontal division of power, pembagian 
kekuasaan secara horizontal pada jenjang yang sama, antarpejabat, 
dan antarlembaga pemerintahan; (2) vertical division of power, 
pembagian kekuasaan antara negara (pusat) dan area atau wilayah 
(daerah) yang dibentuknya2. 

Pertama, konflik kewenangan horizontal (horizontal division of 
power) terjadi antardaerah otonom dalam memperebutkan sumber 
daya alam dan ekonomi daerah lintas batas, sedangkan konflik inter-
nal daerah otonom terdapat dalam hubungan antara legislatif daerah 
dan eksekutif (kepala daerah), serta kepala daerah dengan wakilnya. 
Konflik tersebut berawal dari perubahan sentralisasi ke desentraliasi 
atau otonomi daerah yang memberi kewenangan sangat luas kepada 
daerah otonom kabupaten/kota. UndangUndang Otonomi Daerah 
yang berlaku di Indonesia sejak 1999 hingga sekarang berprinsip 
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pada otonomi daerah seluas-luasnya, mencakup kewenangan 
seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang masih 
harus berada di tangan pusat. Konflik ini dapat dijelaskan dengan 
teori Gijsberts dan Collier bahwa konflik didasarkan motivasi untuk 
memperebutkan kepentingan material dan sumber ekonomi3,4.

Kedua, kewenangan horizontal. Konflik internal daerah otonom 
ada dua, yaitu konflik legislatif dengan kepala daerah dan konflik 
kepala daerah dengan wakilnya. Konflik legislatif dengan kepala 
daerah yang melibatkan elite politik lokal merupakan konflik berdi-
mensi sumber kekuasaan. 

Konflik kepentingan dapat terjadi, baik karena hubungan 
kekuat an politik maupun karena sirkulasi elite kekuasaan di daerah. 
Untuk melihat konflik legislatif dengan eksekutif, pendekatan yang 
lebih relevan digunakan adalah pendekatan kepentingan kekuasaan, 
yaitu kepentingan memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. 
Kondisi ini sejalan dengan teori konflik Dahrendorf ataupun Pareto. 
Dahrendorf melihat konflik bersumber dari pertentangan elite politik 
yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan menguasai 
posisi-posisi tertentu, serta adanya ketidakseimbangan distribusi 
kekuasaan5. Pareto melihat konflik karena sirkulasi atau perputaran 
elite, terjadi pergantian antarkelompok yang memerintah, dan antar-
elite dengan penduduk lainnya6.

Ketiga, konflik kewenangan horizontal. Konflik kepala daerah 
dengan wakilnya merupakan konflik kewenangan horizontal. Kon
flik tersebut terjadi karena hubungan kewenangan kedua pihak tidak 
diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. 

Konflik kewenangan horizontal, baik antardaerah otonom mau-
pun internal daerah dapat dijelaskan dengan teori Collier tentang 
grivances and greed. Teori tersebut menyebutkan bahwa konflik 
bermotif grivances and greed (ketamakan dan keserakahan) menjadi 
motivasi tindakan elite oposisi. Para elite memanipulasi greed mo- Bu
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tivation, berargumen untuk membangkitkan sentimen, seolah-olah 
merupakan tindakan rasional, dan mengeksploitasi sentimen secara 
cerdik sebagai residues untuk “merasionalkan” keserakahan sebagai 
sesuatu yang seolah-olah rasional4. 

Keempat, konflik kewenangan vertikal, yaitu konflik antara pe-
merintah pusat (dalam hal ini diwakili gubernur) dan daerah otonom 
kabupaten/kota. Sesuai dengan UndangUndang Otonomi Daerah, 
kewenangan pemerintah provinsi terkait dengan urusan pemerin-
tahan, konkuren menjadi kewenangan lintas daerah kabupaten/kota. 
Kewenangan konkuren daerah provinsi telah ditindaklanjuti turunan 
aturannya dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang 
Kerja Sama Daerah dan secara teknis diatur dengan Peraturan 
Mendagri No. 22 Tahun 2020. 

Konflik kewenangan dalam otonomi daerah berawal dari 
desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Desentralisasi 
dalam perspektif pemerintahan lokal merupakan bagian dari jenis 
pendelegasian kewenangan yang mencakup dimensi politik, legal, 
dan administratif. Kewenangan merupakan sumber kekuasaan ter-
batas, sumber-sumber yang sama akan terus menjadi rebutan7. Teori 
Smith menjelaskan bahwa desentralisasi menyangkut pendelegasian 
kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hierarki 
teritorial8. Desentralisasi menurut Cheema dapat dilakukan melalui 
dekonsentrasi, delegasi, dan devoluasi. Cheema mendefinisikan 
desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 
atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh 
fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah 
pusat dan lembaga-lembaganya, pejabat pemerintah atau perusahaan 
yang bersifat otonom; kewenangan fungsional lingkup daerah; dan 
lembaga nonpemerintah9. Sementara itu, otonomi daerah merupa-
kan perwujudan desentralisasi yang kewenangannya diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah. Daerah mempunyai kebebasan 
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7

untuk mengambil keputusan politik dan administrasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Untuk mengatasi konflik, perlu dibangun komunikasi di 
antara elite politik, baik yang berada di internal daerah otonom 
maupun eksternal antardaerah otonom. Teori Rozi, berkaitan 
dengan perkembangan dan berakhirnya proses konflik menya-
takan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi dan ketergantungan 
antarpihak yang berkonflik, semakin terbatas munculnya konflik 
baru10. Secara teoretis, interaksi antaraktor politik memunculkan 
saling pengertian dan mendorong berkembangnya norma-norma 
bersama yang dapat mencegah konflik11. 

Beberapa studi guna melihat konflik kewenangan horizontal, 
baik antardaerah otonom maupun internal otonom telah penulis 
lakukan di Jawa Timur. Tahun 2007, penulis menganalisis konflik 
Pilkada di Banyuwangi dengan teori Dharendorf untuk melihat 
sumber konflik. Konflik internal daerah otonom di Banyuwangi 
antara kepala daerah dan legislatif melibatkan elite politik lokal 
dan massa. Terjadinya konflik Pilkada tersebut disebabkan oleh 
adanya perbedaan motif kepentingan guna memperebutkan 
kekuasaan di satu pihak dan pihak lain ingin mempertahankan 
kekuasaannya. Konflik tersebut merupakan dampak adanya 
Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan distribusi 
kekuasaan yang besar kepada legislatif12.

Pada tahun 2012, penulis melakukan penelitian kerja sama 
antardaerah otonom meliputi Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabu-
paten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Peneli-
tian tersebut terkait persoalan sumber air umbulan yang diklaim 
merupakan milik wilayah Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa adanya upaya tarik-menarik kepentingan 
pada sumber ekonomi daerah. 

Pada tahun 2021, penulis melakukan studi konflik antara 
Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang dalam kasus 
perebutan objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Ketika objek 
wisata di daerah perbatasan tersebut dikelola oleh Kabupaten 
Lumajang dan menghasilkan ekonomi, muncul konflik dan sa
ling klaim. Konflik antardaerah otonom disebabkan oleh peneta-
pan otonomi daerah pada kabupaten/kota sehingga kedua pihak 
mempunyai kewenangan yang sama untuk mengelola sumber 
daya lintas batasnya. 
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III. KONFLIK OTONOMI DAERAH DAN  
DAMPAKNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN

Konflik kepentingan dalam otonomi daerah terdiri atas dua 
lokus. Pertama, konflik eksternal antardaerah otonom dalam 
menggali sumber-sumber alam di lintas batas. Kedua, konflik 
internal daerah otonom antara legislatif dan kepala daerah serta 
kepala daerah dengan wakilnya dalam memperebutkan kekua-
saan yang melibatkan elite politik lokal. 

3.1	 Konflik	Horizontal	Antardaerah	Otonom
Munculnya konflik antardaerah otonom disebabkan faktor ke-
wenangan horizontal yang bermotif perebutan sumber-sumber 
daya alam dan ekonomi lintas batas. Faktor lainnya adalah sifat 
kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, kesenjangan antar-
daerah, sumber daya alam dan sumber ekonomi yang terbatas, 
serta pejabat daerah yang sewenang-wenang. Sebagai contoh, 
kasus pengelolaan air umbulan di Kabupaten Pasuruan yang 
melibatkan lima daerah otonom, yaitu Kabupaten Pasuruan, 
Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, dan Ka-
bupaten Gresik. Kerja sama antarlima daerah otonom tersebut 
sulit terwujud dan berlarut-larut sampai melibatkan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Penyebab konflik tersebut bermotif sum-
ber daya alam dan ekonomi. Langkah gubernur dalam mencari 
solusi atas kebuntuan komunikasi dan untuk menciptakan kerja 
sama antardaerah otonom tersebut adalah membuat nota kesepa-
haman (MoU) kerja sama pengelolaan air umbulan yang dilaku-
kan pada 2003 antara Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan. Kemudian, nota kesepahaman (MoU) itu 
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ditindaklanjuti dengan keputusan bersama antara gubernur dan 
bupati pada 2005.

Lahirnya keputusan bersama antara gubernur dan bupati 
merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan di luar etika 
hubungan komunikasi antartingkat birokrasi yang selama ini 
dipahami dalam konsep hierarki birokrasi. Konsep hierarki 
birokrasi menempatkan pola hubungan hierarki kewenangan an-
tara atasan dan bawahan, bukan sebagai hubungan komunikasi 
yang bersifat sejajar.

Penerapan prinsip primus interpares di dalam pembuatan 
keputusan bersama, yang dilakukan gubernur dan bupati 
merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan 
penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, dari sisi kepatutan 
etika administrasi publik, kerja sama antarpemerintah daerah 
akan dilakukan dalam satu level. Hal ini menandakan bahwa 
pemerintah daerah provinsi dalam melakukan komunikasi ke-
bijakan dengan pemerintah kabupaten/kota berada pada posisi 
yang melakukan penawaran kerja sama, dibandingkan sebagai 
fasilitator. Dalam perjalanan kerja sama pengelolaan air umbulan 
tersebut, terjadi konflik kepentingan, yaitu tarikmenarik antara 
beberapa pihak dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi 
lintas batas13. 

Otonomi daerah sering menimbulkan konflik antardaerah 
untuk memperebutkan batas wilayah yang berpotensi ekonomi 
tinggi. Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri memperebutkan 
sumber daya alam Gunung Kelud; konflik perebutan wilayah 
Kawasan Taman Wisata Kawah Ijen antara Kabupaten Bon-
dowoso dan Kabupaten Banyuwangi; konflik dalam pengelolaan 
terminal Purabaya antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoar-
jo terkait kewenangan dan pembagian keuangan hasil retribusi 
yang dianggap tidak adil. Terminal tersebut terletak di Kabu-
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paten Sidoarjo, namun kewenangan mengelola dan mengawasi 
manajemen terminal terdapat di Pemerintahan Kota Surabaya14.

 Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang saling klaim 
dalam kasus perebutan objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu. 
Konflik saling klaim antara dua kabupaten itu terjadi ketika 
wisata Air Terjun Tumpak Sewu menjadi sumber ekonomi 
daerah yang begitu besar saat dikelola dengan baik. Konflik ke-
wenangan ini terjadi karena salah satu pihak hanya memahami 
kepentingan dari sisi sumber daya lintas yang menguntungkan 
ekonomi daerah tanpa melihat kepentingan pihak lain. Konflik 
ini terjadi karena masing-masing daerah otonom tidak mema-
hami kewenangan konkurennya dan bagaimana kewenangan 
itu dijalankan. Konflik ini sejalan dengan equity theory Adams 
yang menyatakan bahwa individious comparison terbentuk keti-
ka hasil kerja orang lain yang lebih baik dianggap memiliki nilai 
manfaat yang sama dengan hasil kerja sendiri. 

3.2	 Konflik	Vertikal	Antardaerah	Otonom
Berbagai konflik antardaerah otonom dalam memperebutkan 
sumber daya alam daerah perbatasan tersebut, selain menim-
bulkan konflik kewenangan bersifat horizontal, juga bersifat 
vertikal. Hal ini karena posisi pemerintah provinsi yang secara 
hie rarkis berada di atasnya, merupakan wakil dari pemerintah 
pusat. Tidak selayaknya jika pemerintah provinsi mengadakan 
nota kesepahaman dengan daerah otonom kabupaten/kota. Kon
flik terjadi karena daerah otonom kabupaten/kota dan pemerintah 
provinsi sebagai wakil pusat tidak memahami dan menjalankan 
posisinya sesuai dengan kewenangan konkurennya, yang diatur 
dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Peme-
rintah melalui Permendagri. Pemerintah pusat dalam mendele-
gasikan kewenangan konkurennya kepada pemerintah provin-
si tidak sejalan sehingga tidak ada kebijakan dari pemerintah Bu
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provinsi, berupa peraturan daerah untuk melakukan koordinasi 
dan pengawasan terhadap kebijakan daerah. Setiap daerah ber-
jalan sendiri tanpa ada kerja sama, koordinasi, dan interaksi.

Konflik vertikal terjadi karena antardaerah otonom tidak 
memahami posisi kewenangan konkurennya masing-masing 
dan di lain pihak, pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah 
provinsi, terkesan membiarkan dan tidak menjalankan kewenan-
gan konkurennya, terutama dalam hal lintas batas. Padahal, 
peme rin tah provinsi secara hierarkis mempunyai legalitas ke-
wenangan untuk mengatur, menfasilitasi, dan mengoordinasikan 
antardaerah otonom untuk bekerja sama lintas batas. 

3.3	 Konflik	Internal	Daerah	Otonom	
Konflik internal daerah otonom merupakan konflik kewenangan 
horizontal. Dalam konflik horizontal terdapat dua arena kon flik, 
yaitu antara legislatif dan eksekutif yang melibatkan elite politik 
lokal dan konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Konflik internal kewenangan horizontal antarelite politik 
lokal antara legislatif dan eksekutif melibatkan elite politik lain 
(tokoh informal). Posisi lembaga legislatif dan eksekutif sejajar, 
tetapi masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda. 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam 
implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah15.

Pertama, berbagai konflik ini terjadi disebabkan oleh tuntut-
an peningkatan tatanan administratif tingkat lokal yang begitu 
cepat-tanpa diimbangi kompetensi para pejabatnya. Banyak 
pejabat legislatif dan eksekutif berpendidikan kurang memadai, 
wawasannya sempit, dan tidak berpengalaman dalam bekerja. 

Konflik juga terjadi karena faktor pergeseran sistem politik 
otoritarian ke demokrasi yang membawa konsekuensi perubah-
an pada perilaku aktor politik lokal. Aktor politik lokal yang 
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mempunyai sumber kekuasaan yang besar dalam pengelolaan 
pemerintahan di daerah, sering menyebabkan terjadinya konflik 
kekuasaan. Secara teoretis, sumber-sumber kekuasaan yang 
terbatas, termasuk jabatan menjadi kepala daerah dan anggota 
legislatif, menyebabkan munculnya konflik kepentingan.

Kedua, faktor lokal, meliputi empat, sebagai berikut. 
a) Polarisasi kepentingan elite politik. Mandat politik dalam 

Pilkada diberikan langsung oleh rakyat dan tidak lagi di-
kuasai oleh sekelompok elite politik. Otonomi daerah yang 
menggeser kekuasaan dari sekelompok elite politik ke 
 tangan publik belum menjamin tidak terjadinya konflik, 
bergantung dari seberapa besar dukungan partai politik di 
legis latif. Sebagai contoh, kasus konflik di Banyuwangi 
pada 2005. Kepala daerah terpilih, Ratna, mempunyai le-
gitimasi kuat karena pilihan mayoritas rakyat, tetapi berasal 
dari partai kecil (gurem) yang tidak mempunyai dukungan 
partai di legislatif; 

b) Pluralisme identitas dan kultural. Konflik kepentingan 
sering kali direduksi dengan politik identitas, simbol-sim-
bol isu gender, keyakinan, dan budaya tertentu, seperti di 
Banyuwangi; 

c) Pergeseran patronase politik. Pergeseran sistem pemerin-
tahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi karena mun-
culnya Undang-Undang Otonomi Daerah dan bergesernya 
pusat kekuasaan ke daerah, telah memunculkan elite poli-
tik baru. Munculnya konflik kepentingan di daerah sejalan 
dengan munculnya elite politik baru yang memiliki kekua-
saan yang luas, tetapi tidak diimbangi dengan kedewasaan.  
Di era Orde Baru, elite politik lokal mempunyai kekuasaan yang 
sangat terbatas, sedangkan di era otonomi daerah, kekuasaan  
legislatif begitu besar. Elite politik baru di level informal atau-
pun formal mempunyai sumber-sumber kekuasaan dan secara 
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kultural dikuasai oleh tokoh masyarakat (terutama agama) ter-
tentu yang merupakan tokoh sentral di daerahnya. Elite politik 
formal ataupun informal mampu menggerakkan sumber kekua-
saannya, dengan politik identitas (sosiologis dan ikatan primor-
dial), tanpa diimbangi dengan pendidikan politik yang baik.

d) Konflik elite politik lokal juga disebabkan oleh maturitas 
elite politik dan nonelite politik yang rendah. Tingkat ma-
turitas elite politik lokal informal memiliki andil besar da-
lam menciptakan konflik politik di daerah. Hal ini tecermin 
dari orientasi politik mereka yang terbatas pada pengejaran 
kekuasaan semata, tanpa melihat kepentingan masyarakat 
luas.
Ketiga, faktor sistem politik dan elite nasional. Faktor 

nasional tertumpu pada transisi politik dan intervensi sistem 
politik nasional yang membawa pengaruh besar terhadap 
konflik politik di daerah. Konflik politik di daerah tidak lepas 
dari intervensi elite politik nasional, contohnya kasus konflik di 
Banyuwangi pada 2005. Sistem pemilihan kepala daerah di era 
UU No. 32/2004 sepenuhnya dilaksanakan oleh KPUD, tetapi 
pertanggungjawabannya harus disampaikan kepada legislatif 
dan legislatif yang mempunyai kewenangan koreksi terhadap 
pertanggungjawaban kepala daerah. Namun, ketika kepala 
daerah tidak mempunyai basis dukungan yang kuat di legislatif, 
muncul konflik politik yang berkepanjangan dengan melibatkan 
elite politik lokal informal (tokoh agama dan tokoh lain) serta 
massa rakyat dalam arena pusaran konflik politik12.

Setelah menggunakan UU No. 23 Tahun 2014, konflik 
legislatif dan eksekutif mengalami pergeseran ke area anggaran. 
Politik anggaran dijadikan arena negosiasi antara legislatif dan 
eksekutif. Hal ini terjadi karena alokasi anggaran pembangunan 
daerah harus mendapat persetujuan legislatif sebagai fungsi ang-
garan serta pengawasan. Konflik anggaran terjadi ketika tidak Bu
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ada transparansi penggunaan dana APBD, salah satu pihak terin-
dikasi menyalahgunakan kewenangannya, dan basis dukungan 
politik tidak terakomodasi dalam anggaran daerah. 

Konflik horizontal internal daerah otonom juga terjadi 
antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sumber konflik 
kewenangan horizontal terjadi karena kekosongan kewenangan 
dan tidak ada regulasi yang mengatur pembagian kewenangan 
kepada wakil kepala daerah. Ketiadaan regulasi itu terjadi sejak 
masa Reformasi sampai lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah. Wakil kepala daerah tidak diberi kewenan-
gan sehingga sering muncul konflik antara kepala daerah dan 
wakilnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Konflik politik terjadi pascapilkada. Kepala daerah men-
dominasi dan menguasai semua lini urusan pemerintahan, baik 
rekrutmen para pejabat maupun penentuan prioritas pembangun-
an daerah. Konflik ini disebabkan oleh pembagian kewenangan 
yang tidak terdistribusikan kepada wakil kepala daerah atau 
disebut telah terjadi kekosongan kewenangan yang tidak diatur 
dalam regulasi16. Selain tidak ada keseimbangan distribusi 
kekuasaan, di lain pihak, terjadi ketamakan dan keserakahan 
(grivances and greed) oleh kepala daerah yang menyebabkan 
konflik.

Konflik ini berawal dari tidak adanya pembagian tugas dan 
wewenang yang diatur oleh regulasi dan kepala daerah tidak 
ingin membagi kewenangan yang dimilikinya kepada wakilnya. 
Egoisme kepala daerah telah menyebabkan diskomunikasi dan 
disharmonisasi antara keduanya, menghambat jalannya peme-
rin tahan, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurut 
catatan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 
sejak Pilkada 2005 hingga 2013 terdapat 93% kepala daerah 
yang berkonflik dengan wakilnya. Penyebab lain konflik ialah 
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adanya perbedaan partai dan warna partai politik sehingga para 
calon yang sudah dipasangkan memiliki tujuan yang berbeda. 
Masing-masing mempunyai kepentingan dan berjuang untuk 
mencapai tujuannya. 

3.4		 Dampak	Konflik	
3.4.1	Dampak	Konflik	Antardaerah	Otonom	
Otonomi daerah yang diterapkan pada kabupaten/kota banyak 
menimbulkan konflik sehingga berdampak negatif. Beberapa 
dampak negatif yang bisa terjadi akibat konflik otonomi daerah, 
yang disebabkan oleh munculnya sifat kedaerahan atau etnosen-
trisme yang fanatik, ialah disharmonisasi hubungan antardae-
rah, ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemerintah pusat dan 
provinsi dalam menjalankan kewenangan konkurennya, serta 
penilaian negatif terhadap kinerja eksekutif ataupun legislatif 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya17. Penyelesaian konflik 
antardaerah otonom ini merupakan konflik menangkalah se
hingga menyebabkan keretakan hubungan kedua daerah otonom 
maupun pihak lain. Contoh dampak konflik yang menghambat 
koneksitas pembangunan adalah konflik objek wisata Air Ter-
jun Tumpak Sewu antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten 
Malang karena kedua pejabat daerah saling klaim objek wisata 
tersebut. Pada 2016, Air Terjun Tumpak Sewu dinominasikan 
menjadi objek wisata tingkat nasional, tetapi diprotes pemer-
intah Kabupaten Malang sehingga dibatalkan oleh Kementeri-
an Pariwisata. Pada 2018, Air Terjun Tumpak Sewu mendapat 
Anugerah Wisata Jawa Timur, tetapi diprotes keras oleh peme-
rintah Kabupaten Malang. Konflik tersebut muncul karena mem-
perebutkan sumber daya alam dan ekonomi perbatasan. 

Contoh lain adalah konflik Gunung Kelud antara  Kabupa ten 
Blitar dan Kabupaten Kediri yang melibatkan pemerintah 
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provinsi dan pemerintah pusat, bahkan sampai ke peradilan. 
Konflik itu terjadi karena disharmonisasi hubungan yang dise-
babkan oleh munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang, 
daerah berjalan sendiri tanpa ada kerja sama, koordinasi, dan 
interaksi18. Berbagai konflik lintas batas tersebut melibatkan 
konflik vertikal. Baik konflik Gunung Kelud maupun konflik 
lainnya seharusnya dapat dibangun secara kolektif dengan inter-
vensi kebijakan pemerintah provinsi sebagai wakil pusat dalam 
bentuk peraturan daerah.

3.4.2	Dampak	Konflik	Internal	Daerah	Otonom	
3.4.2.1 Distrust	Publik	terhadap	Pilkada
Sistem politik demokratis yang bottom up diperlukan sejalan 
dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang memberikan 
ruang terbuka kepada daerah untuk melaksanakan Pilkada19,20. 
Pelaksanaan pilkada yang dipilih oleh legislatif cenderung 
dipersepsi negatif oleh publik, menimbulkan ekses negatif, in-
stabilitas politik, kuatnya intervensi legislatif atas eksekutif, 
dominasi legislatif atas eksekutif, pemborosan anggaran, politik 
transaksional, dan ajang perebutan kekuasaan di tingkat lokal21. 

Kuatnya intervensi legislatif atas kepala daerah menyebabkan 
intensitas dan eskalasi konflik semakin tajam dan menyebabkan 
instabilitas politik. Konflik ini menunjukkan legislatif lebih ber-
orientasi pada kepentingan internal partai dan dirinya daripada 
rakyat. Demikian pula, dominasi legislatif atas eksekutif pada 
periode 1999–2003 dan otoritas kekuasaan bargaining position 
legislatif yang lebih besar tidak digunakan untuk kepentingan 
rakyat, tetapi untuk kepentingan dirinya22.

Dalam pelaksanaan pilkada langsung berdasarkan UU No. 
32 Tahun 2004 ataupun UU No. 23 Tahun 2014, para politisi 
dalam kampanye untuk mencapai tujuan politiknya lebih banyak 
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menggunakan politik identitas sehingga merusak keanekarag-
aman masyarakat23,24,25. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang 
sumber daya manusianya masih rendah, budaya patrimonialnya 
kuat, dan kondisi ekonomi rakyatnya memprihatinkan sehingga 
dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk memperebutkan 
kekuasaan. Akibatnya, terjadi politik transaksional dan konflik 
politik yang semakin tajam, saling curiga, dukung mendukung 
yang fanatis, dan terganggunya entitas masyarakat. 

Pilkada langsung berdampak terhadap pemborosan biaya, 
penggunaan APBD untuk memenuhi sarana dan prasarana, dan 
pembiayaan kampanye yang cukup banyak, terutama untuk 
politik transaksional dengan calon pemilihnya26. Setelah pilkada 
selesai, kepala daerah harus mempertahankan kekuasaannya 
dengan cara memenuhi janji politiknya terhadap konstituennya. 
Konflik kepentingan terjadi dalam penyusunan anggaran. Pihak 
eksekutif harus memenuhi janjinya dan legislatif juga harus 
mengakomodasi kepentingan konstituennya. Jika eksekutif 
tidak mengakomodasi kepentingan legislatif, dipastikan pihak 
legislatif akan mempersulit kepentingan eksekutif. Kondisi se-
perti itu telah diketahui publik lewat berbagai media informasi 
sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap 
legislatif ataupun eksekutif27,28.

Dalam pilkada, partai politik belum menjalankan peran dan 
fungsinya secara baik, tidak melakukan pendidikan politik, dan 
belum melakukan sosialisasi secara baik kepada konstituen-
nya29,30. Misalnya, sosialisasi tentang perlunya partisipasi politik 
dalam pilkada, dampak positif pilkada terhadap kinerja peme-
rintah lokal, dan kesejahteraan rakyat31.

Pilkada langsung tidak menurunkan praktik politik transak-
sional (money politic) karena money politic masih tetap terjadi. 
Pilkada langsung hanya menggeser lokus politik transaksional. 
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Lokus politik transaksional pada saat pemilihan oleh legislatif 
terjadi antara calon kepala daerah dan anggota legislatif, serta 
parpol, tetapi ketika pilkada langsung oleh rakyat, lokusnya 
bergeser menjadi antara calon kepala daerah dan parpol, serta 
pemilih. 

Pilkada langsung diharapkan dapat memperkuat legitimasi 
kepala daerah sehingga pemerintahannya akan lebih stabil. 
Namun, ternyata setelah terpilih, sering terjadi konflik, mereka 
saling menjatuhkan. Konflik yang sering terjadi mengakibatkan 
publik berpersepsi negatif terhadap pemerintah daerah yang ber-
akibat pada penurunan kepercayaan rakyat kepada aktor politik 
(legislatif dan kepala daerah) sehingga memengaruhi perilaku 
politik rakyat dalam arena politik lokal dan nasional (pemilu 
legislatif, presiden, dan pemilihan gubernur)32,33,34,35.

Legislatif diharapkan dapat menjadi mitra kepala daerah, tetapi 
dalam realitasnya, sering kali tidak dapat menjadi mitra dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Legislatif masih saja menginterven-
si eksekutif, terbukti dari adanya konflik yang bermotif kekuasaan 
yang mengabaikan kepentingan publik, seperti konflik di Banyu-
wangi. Bupati terpilih secara demokratis, tetapi legislatif berusaha 
menjatuhkannya dengan berbagai cara. Hal ini tidak sejalan dengan 
tujuan desentralisasi yang seharusnya berorientasi dari komando dan 
kontrol (command and control), menjadi berorientasi pada tuntutan 
dan kebutuhan publik. Sebagian besar masyarakat memaknai pilka-
da langsung tidak secara otomatis membuat pemerintahan daerah 
menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya anggo-
ta legislatif dan aparatur birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan 
dengan mengabaikan kompetensi.

3.4.2.2	Kinerja	Legislatif	dan	Eksekutif
Konflik horizontal antarelite politik lokal berdampak pada ki-
nerja birokrasi pemerintah daerah yang semakin buruk. Ber- Bu
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larut-larutnya pengesahan APBD menyebabkan terlambatnya 
pembangunan, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, 
khususnya pada sektor pelayanan publik di tingkat bawah, se-
perti pelayanan dasar, terganggunya penyediaan fasilitas umum, 
polarisasi politik, saling curiga antarbirokrat, politisasi birokra-
si, dan tidak efektifnya pemerintahan36.

Konflik antara legislatif dan kepala daerah yang bermotifkan 
kekuasaan mengakibatkan kinerja birokrasi dan legislatif men-
jadi buruk. Birokrasi tidak pernah lepas dari konfigurasi politik 
yang melingkupinya. Birokrasi di Indonesia tidak bergerak 
dalam vacuum politik, tidak steril, dan tidak mungkin terhindar 
dari “rembesan-rembesan”37. 

Selama berlangsungnya Undang-Undang Otonomi Daerah, 
hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif mengalami 
pasang surut. Ketika kepala daerah dipilih oleh legislatif, ada 
kecenderungan eksekutif sering kali diintervensi oleh legislatif, 
dan posisinya sebagai subordinasi legislatif. Undang-Undang 
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberi kekua-
saan yang besar terhadap legislatif untuk memilih kepala daerah. 
Namun, dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU 
No. 23 Tahun 2014, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi 
pilihan legislatif, tetapi direduksi menjadi hak rakyat. Pemilih-
an kepala daerah langsung oleh rakyat menjadikan hubungan 
kekuasaan antara legislatif dan eksekutif relatif lebih stabil 
sehingga intensitas konflik kepentingan dapat dikelola. 

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah sering kali memun-
culkan konflik politik karena legislatif terkesan hanya mengejar 
kekuasaan dan materi dengan mengabaikan kepentingan rakyat. 
Kinerja legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya men-
jadi buruk dan citranya negatif di mata publik. 

Kinerja legislatif produk otonomi daerah secara teoretis 
dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu responsivitas, reli- Bu
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abilitas, dan akuntabilitas. Dari sisi responsivitas, anggota le-
gislatif selama ini dianggap kurang responsif terhadap berbagai 
aspirasi dan tidak dapat mentransformasikan tuntutan ke dalam 
kebijakan publik. Dalam realitasnya, pihak eksekutiflah yang 
banyak mengambil inisiatif dalam pembuatan perda APBD dan 
pajak retribusi ataupun regulasi. Produk-produk regulasi daerah 
banyak dihasilkan atas inisiatif eksekutif karena eksekutif lebih 
berpengalaman daripada anggota legislatif. Kondisi ini mem-
perlihatkan bahwa kemampuan anggota legislatif untuk men-
transformasikan berbagai aspirasi yang berkembang ke dalam 
kebijakan publik masih jauh dari memadai. 

Legislatif tidak memiliki kapabilitas sehingga dalam men-
jalankan fungsi legislasinya, mereka tidak mampu mengartiku-
lasikan berbagai kepentingan atau aspirasi rakyat. Kemampuan 
legislatif dalam membuat legal drafting juga rendah. Kondisi 
ini relatif sama dengan hasil penelitian Dwiyanto yang menun-
jukkan bahwa 71% legislatif daerah tidak memiliki kemampuan 
melakukan legal drafting.

Kapabilitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi an-
ggaran tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan fungsi kontrol-
nya lemah sehingga rakyat merasa teralienasi dengan wakilnya. 

Kemampuan intelektualitas atau SDM legislatif yang rendah 
membuatnya tidak mampu menyerap aspirasi rakyat. Selain itu, 
kemampuan dalam mentransformasi berbagai agregasi kepen-
tingan politik dalam kebijakan pemerintah menjadi rendah pula.

Reliabilitas anggota legislatif dapat dilihat dari kemam-
puannya dalam mentransformasi isu-isu yang ditawarkan oleh 
partai politik ataupun anggota legislatif dalam kebijakan publik 
dengan asumsi bahwa semakin kapabilitasnya tinggi, semakin 
tinggi pula tingkat reliabilitasnya. Realitasnya, kinerja legislatif 
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dari sisi reliabilitas dapat dilihat dari minimnya kinerja mereka 
dalam menepati janji politiknya pada saat kampanye pemilu. Ada 
kecenderungan kebijakan publik yang dibuat oleh daerah masih 
belum sesuai dengan keinginan konstituennya dan platform 
politik (isu dan program) yang ditawarkan pada saat kampanye. 
Padahal, sebagian besar rakyat mengharapkan ada peningkatan 
ekonomi dan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, janji itu 
pun tidak terealisasi.

Akuntabilitas anggota legislatif dapat dilihat dari tingkat 
kepuasan masyarakat atas kinerjanya. Jika masyarakat semakin 
puas terhadap kinerjanya, semakin tinggi pula tingkat akun-
tabilitasnya. Kinerja anggota legislatif di mata publik masih 
kurang baik, terutama produk legislatif UU No. 22 Tahun 1999. 
Kebanyakan publik merasa tidak puas atas kinerja legislatif 
dalam mentransformasi aspirasi rakyat ke dalam regulasi daerah 
ataupun program pembangunan daerah. Inisiatif lebih banyak 
dari eksekutif karena eksekutif lebih berpengalaman daripada 
anggota legislatif 38,39,40,41.

Transparansi dalam membahas APBD menjadi salah satu 
tolok ukur akuntabilitas anggota legislatif. Dalam pembahasan 
anggaran, publik masih memandang tidak transparan, tidak ada 
sosialisasi untuk menjaring aspirasi rakyat. Selain itu, sikap dan 
perilaku mereka tidak mencerminkan wakil rakyat, tetapi lebih 
seperti layaknya pejabat. Kondisi seperti ini disebabkan SDM 
mereka masih kurang baik sehingga memengaruhi kemampuan-
nya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi 
pengawasan. Legislatif produk UU No. 23 Tahun 2014 dalam 
menyusun anggaran hampir sama dengan legislatif sebelumnya, 
masih mementingkan dirinya dan kelompoknya. Dalam menyu-
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sun anggaran terjadi konflik, namun akhirnya terjadi negosia-
si42,43.

Kinerja eksekutif di masa Orde Baru dinilai publik buruk. Akan 
tetapi, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan desentralisasi 
dengan pilihan otonomi daerah yang memberikan kewenangan 
seluasluasnya kepada kabupaten/kota, kinerja birokrasi berang-
sur-angsur cenderung semakin membaik44,45,46,47

.
 Walaupun korupsi 

masih banyak terjadi dan menyebar merata ke berbagai daerah48. 

3.4.2.3	Diskomunikasi	Kepala	Daerah	dengan	Wakil	Kepala	
Daerah

Sumber konflik antara kepala daerah dan wakilnya adalah dampak 
yang ditimbulkan dari kekosongan kewenangan yang tidak diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang 
Otonomi Daerah, wakil kepala daerah sangat bergantung pada 
kepala daerahnya, suka tidak suka mereka harus mengikuti kepa-
la daerah. Konflik terjadi pascapilkada ketika wakil kepala daerah 
tidak diberi kewenangan sehingga terjadi “pecah kongsi”. Kondisi 
ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam pemerintahan daerah. 
Sebagai contoh, konflik di Kota Kediri pada periode pemerintahan 
2009–2013. Wakil Wali Kota tidak diberi peran sama sekali dalam 
pemerintahannya, bahkan yang terjadi adalah tidak ada pekerjaan 
atau aktivitas yang dapat dilakukan. Wali Kota dengan wakilnya 
tidak bertegur sapa, wakilnya difitnah dan dipojokkan, serta tidak 
diberi kewenangan sama sekali. Hubungan Wali Kota dengan wakil-
nya sangat tidak harmonis, konflik yang menyebabkan ketidakhar-
monisan ini telah di-blow up media massa. Hal itu terjadi karena 
tidak ada regulasi yang mengatur kewenangannya sehingga wakil 
kepala daerah hanya dijadikan sebagai “ban serep”49.

Contoh lain, terjadi konflik laten di Kabupaten Sidoarjo 
periode 2010–2015 dan 2016–2021. Wakil Bupati merasa ko-
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munikasinya dengan Bupati tidak berjalan dengan maksimal dan 
tidak mengetahui jalannya pemerintahan karena tidak diikutser-
takan. Antara Bupati dan Wakil Bupati terjadi diskomunikasi, 
disharmonisasi, dan diskoordinasi. Kejadian yang sama pun 
terjadi di Kabupaten Lamongan antara Bupati Lamongan dan 
wakilnya pada periode 2010–2015. Keduanya tidak bertegur 
sapa atau bertemu, baik di dalam maupun di luar kompleks 
gedung pemerintah kabupaten. Hubungan kemesraan hanya 
berlangsung enam bulan. Tajamnya konflik itu dapat dilihat 
dari tindakan Satpol PP Pemkab Lamongan yang menurunkan 
spanduk dan baliho-baliho iklan layanan sosial Badan Narkotika 
Kabupaten (BNK) yang bergambar Wakil Kepala Daerah. 

Konflik antara kepala daerah dan wakilnya berdampak 
luas terhadap pembangunan daerah, secara personal terjadi 
diskomunikasi dan disharmonisasi. Hal tersebut menyebabkan 
pembangunan daerah terhambat, pelayanan publik terganggu, 
baik dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran daerah 
hanya untuk program-program kepentingan konstituen kepala 
daerah, terjadi ketidakadilan dalam mendistribusikan sumber 
daya, dan kinerja birokrasi pelayanan sektor publik tidak sesuai 
dengan yang diidealkan50. Di tingkat birokrasi, para birokrat 
saling curiga dan saling dukung untuk berebut atau memperoleh 
posisi kekuasaan. Perebutan posisi atau kekuasaan di birokrasi 
ini telah mengabaikan kompetensi dan kapabilitas para pejabat 
daerah dan dalam merekrut pejabatnya, atas dasar suka tidak 
suka, nepotisme, dan kedekatan dengan kepala daerah.
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IV. ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK

4.1	 Model	 Kerja	 Sama	 Antardaerah	 Otonom	 dalam	
Pengelolaan	Sumber	Daya	Lintas	Batas

Solusi untuk mengatasi konflik, baik konflik horizontal maupun 
konflik vertikal adalah membangun model kerja sama antardae
rah dalam pengelolaan sumber daya lintas batas yang bertujuan 
menciptakan jejaring seperti tampak pada Gambar 4.1. Pihak-pi-
hak berkonflik perlu menyepakati manajemen kolaborasi yang 
sinergis dalam bentuk kelembagaan badan otoritas/sekretariat 
dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efekti-
vitas kerja sama. 

Kerja sama dilakukan atas dasar prinsip saling menguntung-
kan kedua belah pihak dari aspek administrasi, kelembagaan, dan 
pembiayaan berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas. Melalui 
kerja sama, konflik dapat direduksi dan harmonisasi dapat dibangun. 
Kedua pihak melakukan interaksi yang intensif, berkesinambungan, 
dan berkoordinasi secara periodik.

Sumber: Abror (2013)14

Gambar	 4.1	 Model Kerja Sama Antardaerah Otonom 
dalam Pengelolaan Sumber Daya Lintas Batas Bu
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4.2		 Konflik	Internal	Daerah	Otonom

4.2.1	Komunikasi	Politik	Seimbang	dan	Berkeadilan	
Komunikasi politik perlu dibangun agar otonomi daerah ber-
jalan efektif. Terbangunnya komunikasi politik seimbang dan 
berkeadilan seperti pada Gambar 4.2 akan berdampak positif 
terhadap keseimbangan hubungan kemitraan di antara kekuat-
an dan kekuasaan politik (legislatif, eksekutif, dan elite politik 
lokal). Saling kontrol di antara keduanya dan kekuatan politik 
lainnya menjadi cara untuk mereduksi konflik kepentingan.

Kerangka komunikasi politik yang seimbang dengan mem-
perhatikan faktor equity dan equality antara legislatif, eksekutif, 
dan elite politik lokal akan menghasilkan kebijakan publik. 
Kerangka komunikasi politik yang dibangun tersebut merupakan 
arena tindakan strategis dan solusi integratif, yaitu tempat para 
aktor berinteraksi atas dasar aturan tertentu dan pemahaman 
bersama.

Gambar	 4.2	 Kerangka Komunikasi Politik 
Seimbang dan Berkeadilan
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4.2.2	Membangun	 Hubungan	 Kemitraan	 Kepala	 Daerah	
dan	Wakil	Kepala	Daerah

Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering terjadi 
pascapilkada. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi konflik diper-
lukan penguatan tugas di antara keduanya. Pertama, secara prinsip 
harus ada pembedaan tugas kepala daerah dan wakilnya dengan 
mengacu pada urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah. 
Pembagian tugas ini harus diatur jelas dalam regulasi (UU atau PP) 
agar tidak ada hegemoni dan dominasi oleh kepala daerah. Pemba-
gian tugas sebaiknya diatur langsung oleh regulasi, berikut sanksi-
nya. Kedua, hakikat pembagian tugas memastikan bagaimana kepala 
daerah juga menghormati kedudukan wakilnya dalam penyelengga-
raan pemerintahan. Maksud dari adanya pembagian tugas adalah 
agar tidak ada persaingan sehingga masing-masing fokus pada ke-
giatan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. 

 Pembagian tugas dimaksudkan untuk membangun harmoni-
sasi hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Ekosistem politik 
di daerah perlu dibangun atas dasar hubungan kemitraan dengan 
prinsip bukan lagi hubungan atas-bawah. Salah satu instrumen-
nya adalah regulasi yang mengatur dan mempertegas kewenangan 
kepala daerah dan wakilnya. Regulasi tersebut memudahkan kepala 
daerah dan wakilnya untuk melakukan koordinasi dan pengawasan 
terhadap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi 
pemerintahan. 
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V. KESIMPULAN

Konflik dalam otonomi daerah perlu direspons dengan penyele-
saian konflik dan perlu dikonstruksi demi masa depan ke-
langsungan pemerintahan daerah. Penanganan konflik perlu 
melibatkan pihak yang berkonflik dengan mempertimbangkan 
win-win solution (menang-menang) untuk mengakomodasi 
semua kepentingan. Penanganan konflik menangkalah justru 
akan berimplikasi terhadap meningkatnya eskalasi dan intensi-
tas konflik antaraktor politik. 

Dalam penanganan konflik antardaerah otonom diperlukan 
pihak ketiga agar penyelesaian konflik dalam posisi netral. Pihak 
ketiga, dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai wakil pusat, 
harus hadir berperan aktif. Bahkan, berbagai pemangku kepen-
tingan (stakeholders) perlu dihadirkan dalam mengatasi konflik 
ini. Penyelesaian konflik dan potensi konflik lintas batas daerah 
otonom yang banyak ditemukan di Jawa Timur perlu segera di-
tangani agar tidak berimplikasi menimbulkan potensi disintegra-
si wilayah dan menghambat koneksitas pembangunan wilayah. 
Model kerja sama antardaerah menjadi prioritas utama dalam 
penanganan konflik. Pemerintah provinsi harus mengintervensi 
bentuk kebijakan dan menginventariasi, serta mengidentifikasi 
wilayah perbatasan yang perlu segera dikerjasamakan berdasar-
kan prinsip equality and equity of cooperations yang meliputi 
adanya share of roles, share of benefits, dan share of burdens.

Konflik internal daerah otonom, baik konflik legislatif  dan 
eksekutif maupun kepala daerah dan wakilnya banyak terjadi. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan poli-
tik dan kesadaran kolektif dengan meningkatkan sumber daya 
(infrastruktur dan suprastruktur politik). Penyelesaian konflik 
tanpa diimbangi penguatan kelembagaan dan sumber daya tidak Bu
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akan berkesudahan dan akan berimplikasi terhadap konflik yang 
berkepanjangan. Partai politik sangat berperan dalam kelem-
bagaan dan pendidikan politik terhadap kader partainya yang 
duduk di legislatif. 

Untuk mengatasi konflik antara kepala daerah dan wakil 
kepala daerah, yang mengakibatkan disharmonisasi hubungan, 
diperlukan pembagian kewenangan yang diatur dengan sebuah 
regulasi berupa produk perundang-undangan. Kementerian 
Dalam Negeri harus berperan mengambil inisiatif untuk segera 
membuat peraturan perundangan yang mengatur hubungan 
kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara eks-
plisit. Jika tidak segera dibuat peraturan perundangan, konflik 
terus terjadi dan tidak berkesudahan, serta dapat menghambat 
pembangunan.
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VI. PENUTUP

Kebijakan ke depan diperlukan untuk mereduksi berbagai kon-
flik dengan rekonsiliasi antardaerah otonom dan membangun 
kelembagaan berdasarkan prinsip transparansi, kesadaran ber-
sama, dan berkeadilan. Kelembagaan kerja sama sangat diper-
lukan untuk mereduksi konflik dan mentransformasi berbagai 
kepentingan masing-masing daerah otonom. Di tingkat kebija-
kan, pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat perlu 
mengintervensi dengan membuat regulasi daerah tentang kelem-
bagaan kerja sama antardaerah otonom yang berisikan tentang 
pembiayaan, sanksi, hak, dan kewajiban masing-masing daerah 
otonom. Secara periodik, pihak pemerintah provinsi mengeva-
luasi dan memonitor efektivitas dan efesiensi kerja sama kelem-
bagaan. Pemerintah provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota 
secara bersama-sama perlu mengambil inisiatif berkoordinasi, 
bertujuan mengantisipasi dan mengindentifikasi daerah lintas 
batas yang kemungkinan ke depan berpotensi menimbulkan 
konflik untuk dikerjasamakan. 

Pada tataran kebijakan, diperlukan political will dan good 
will. Pemerintah pusat dalam konflik internal daerah otonom 
dapat menciptakan regulasi pembagian kewenangan antara kepa-
la daerah dan wakilnya. Pembagian kewenangan kedua belah 
pihak diperlukan untuk mereduksi konflik yang berkepanjangan 
dan tidak berkesudahan sehingga dapat tercipta pola interaksi 
positif kedua belah pihak.

Dalam konflik antara elite politik legislatif dan eksekutif ser-
ta elite lain, semua pemangku kepentingan (stakeholders) dapat 
berkonstribusi menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan 
daerah dalam suatu wadah kelembagaan. Parpol dalam posisi 
ini dapat melakukan pendidikan politik terhadap sumber daya Bu
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manusia legislatif; media massa dapat melakukan kontrol poli-
tik; dan pemerintah daerah memberikan ruang terbuka dengan 
memfasilitasi untuk terciptanya interaksi dan komunikasi.
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